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RINGKASAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Sebelum
amandemen pungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NRI
1945 yang menyebutkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”. Terjadinya amandemen UUD NRI 1945
berakibat pada perubahan dasar hukum pungutan pajak. Setelah amandemen
pungutan pajak secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945
yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Secara gramatikal terdapat perbedaan pemilihan frasa dari kedua aturan
tersebut yang mengakibatkan arti yang dihasilkan keduanya juga berbeda.
Diatur berdasarkan undang-undang memberikan maksud bahwa pengaturan
terhadap pajak selain dibuat dalam bentuk undang-undang juga dapat dibuat
dalam peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah maupun
peraturan presiden. Sedangkan frasa diatur dengan undang-undang memiliki
arti bahwa pajak harus diatur dalam undang-undang tersendiri atau undang-
undang khusus yang materi muatannya mengatur tentang pajak yang akan
diatur.

Salah satu contoh undang-undang perpajakan yang akan dianalisis
dalam penulisan disertasi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengampunan Pajak).
Pada Bab Il disertasi ini akan menganalisis tentang ratio legis pembentukan
UU Pengampunan Pajak. Analisis terhadap ratio legis pembentukan UU
Pengampunan Pajak didasarkan pada tepat atau tidaknya penerimaan pajak
sebagai tujuan utama dari pembentukan undang-undang tersebut. Hal ini
mengingat kelemahan pengawasan pada sistem self assessment adalah
kurangnya data/informasi wajib pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak, sehingga kebijakan pengampunan pajak seharusnya menjadi
momentum untuk perbaikan sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Selain itu, penyelesaian sengketa terkait Undang-Undang Pengampunan
Pajak dalam praktiknya menimbulkan persoalan di Pengadilan Pajak.
Pemilihan upaya hukum gugatan yang tercantum pada UU Pengampunan
Pajak tidak sesuai dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU
Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, sengketa yang timbul akibat berlakunya
Undang-Undang Pengampunan Pajak secara substansi sering diakibatkan
adanya pertentangan dengan undang-undang perpajakan lain (konflik norma).
Pemahaman yang kaku terhadap hakim sebagai corong undang-undang
menjadi bermasalah apabila undang-undang yang digunakan oleh hakim
bermasalah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Mengngat tidak semua
undang-undang sudah menjawab persoalan yang ada di masyarakat, atau
dengan kata lain das sollen (peraturan hukum) tidak sesuai dengan das sein
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(kenyataan di masyarakat). Oleh karena itu, pada Bab Il disertasi ini peneliti
melakukan analisis terhadap penyelesaian sengketa UU Pengampunan Pajak
di Pengadilan Pajak.

Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah

sebgai berikut:

1. Teori Peraturan Perundang-undangan;
2. Teori Tujuan Hukum, meliputi:

a. Teori Keadilan;

b. Teori Kepastian Hukum

c. Teori Kemanfaatan;
3. Teori Trias Politica
4. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah

penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang
merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1.

Mengingat kelemahan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam
sistem self assessment adalah keterbatasan data dan informasi dari wajib
pajak, maka ratio legis pengampunan pajak lebih tepat berorientasi pada
keterbukaan dibandingkan dengan penerimaan pajak. Dengan demikian,
kebijakan pengampunan pajak dapat dijadikan momentum oleh
pemerintah untuk mengevaluasi sistem administrasi perpajakan yang ada
ke arah lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
Ratio legis UU Pengampunan Pajak dengan prioritas utama penerimaan
pajak berdampak pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang
bermasalah dari segi formil pemilihan upaya hukum dan dari segi materi
perkara. Banyaknya konflik hukum dalam UU Pengampunan Pajak dan
undang-undang perpajakan lainnya, mengakibatkan kebutuhan akan
Hakim Pengadilan Pajak yang berintegritas dan memiliki kompetensi
pengetahuan hukum serta perpajakan yang memadai semakin penting.
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis kemukakan

sebagai berikut:

1.

Pasca diperolehnya basis data, pemerintah perlu mempersiapkan upaya
penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan agar di masa
mendatang tidak ada lagi wajib pajak yang menghindari kewajiban
perpajakannya. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah
melakukan revisi terhadap undang-undang perpajakan, seperti Undang-
Undang KUP, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang PPh.

Perlunya reformasi di Pengadilan Pajak melalui pembaharuan UU
Pengadilan Pajak untuk mengoptimalkan kinerja hakim. Kedudukan
Pengadilan Pajak harus dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga
eksekutif. Lebih lanjut, perlunya Pengadilan Pajak untuk merekrut hakim
dengan kompetensi hukum memadai dan berintegritas melalui proses
seleksi hakim karier, sehingga diharapkan pada masa mendatang setiap
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putusan Pengadilan Pajak dihasilkan melalui pertimbangan dan penalaran
hukum hakim yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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ABSTRACT

Taxes are the main source of country’s revenue in which are used to
fund daily spending and the country’s development. The importance of the
revenue through tax sector has made tax constitutionally regulated in Article
23A UUD NR1 1945. The implication of Article 23A UUD NR1 1945 causes
rules regarding taxes to must be regulated with constitution. This results in the
law which regulates about tax collection to must fulfill criteria of good law
making.

The Tax Amnesty Act as an example of the law governing taxation is
important to analyze the legis ratio of formation and resolution of the dispute.
Based on this background the formulation of the problem, namely: 1. Legis
ratio in the formation of the Tax Amnesty Act. 2. Settlement of disputes under
the Tax Amnesty Act in the Tax Court in Indonesia.

The researching method used is normative law research, supported with
analysis from various law substances including empirical data. The theory
used in this dissertation research is the theory of law-making, the theory of
law purposes, consisting of fairness theory, legal certainty theory, and
expediency theory.

The conclusion of the dissertation research is as follows: First, that the
legisation ratio of the Tax Amnesty Law which is oriented towards tax
revenue is not right, the legisation ratio of the Tax Amnesty Act is openness.
Second, that dispute resolution over the Tax Amnesty Act does not cause
problems both in formal and material terms.

Keywords: tax amnesty law, lex specialis derogate legi generali principle, tax
court.
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